
Menimbang 

Mengingat 

WALIKOTA PALANGKA RAYA 

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA 
NOMOR 17 TAHUN 2016 

TENTANG 

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALANGKA RAYA, 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, 
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab 
diperlukan adanya suatu pengawasan internal terhadap 
Lembaga; 

b. bahwa agar auditor dan aparatur pengawasan lainnya 
dapat mengetahui Visi, Misi, Tujuan dan Kewenangan dan 
tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) serta kelancaran hubungan kerja dan koordinasi 
pengawasan dengan pihak terkait perlu landasan 
pelaksanaan fungsi pengawasan Intern berupa piagam 
pengawasan. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan 
Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Piagam 
Pengawasan Internal; 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753); 

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4594); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Ten tang 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

10. Peratu.ran Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 Tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang­
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 199); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di 
Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah 
Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 
Tentang Norma Pengawasan Dan Kode Etik Pejabat 
Pengawas Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha 
Esa; 
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Menetapkan 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 
Tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja 
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 
Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 

17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparatur 
Pengawasan Intern Pemerintah; 

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
PER/05/M.PAN/04/2008 tentang Standar Audit Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah; 

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, 
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil 
Pengawasan Fungsional; 

20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit 
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara 
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

24. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 
2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Palangka Raya Nomor 1); 

25. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2015 
tentang Pedoman Pembentukan Produk Huk:um Daerah 
Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya 
Tahun 2015 Nomor 12); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PIAGAM 
PENGAWASAN INTERNAL. 
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'---" 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 
7. 
8. 

9. 

10. 

11. 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Palangka Raya. 
Daerah adalah Kota Palangka Raya. 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya. 
W alikota adalah W alikota Palangka Raya. 
Inspektorat adalah Inspektorat pada Pemerintah Kota Palangka Raya. 
lnspektur adalah Inspektur pada Pemerintah Kota Palangka Raya. 
APIP adalah Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah pada Pemerintah Kota 
Palangka Raya. 
Auditor adalah Jabatan Fungsional Auditor pada Pemerintah Kota Palangka 
Raya. 
P2UPD adalah Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintah di Daerah pada 
Pemerintah Kota Palangka Raya. 
Pengawasan Intern adalah Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, 
pemantauan dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas 
dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan bahwa kegiatan 
telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara 
efektif dan efisien. 

12. Piagam Pengawasan Internal adalah Dokumen Formal yang menegaskan 
Komitmen Walikota Palangka Raya terhadap arti pentingnya Fungsi 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota 
Palangka Raya. 

Pasal 2 

( 1) Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter, merupakan dokumen 
formal yang menegaskan komitmen Walikota Palangka Raya terhadap arti 

'--.../,. pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan 
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan memuat 
tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh 
Aparat pengawasan Intern Pemerintah. 

(2) Piagam Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

Pasal 3 
Piagam Pengawasan Intern dibuat dalam rangka meningkatkan efektifitas 
manajemen risiko dan tata kelola audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah 
(APIP) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan, melalui 
pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan 
efekttivitas manajemen risiko, pengendlian dan proses tata kelola Audit Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 
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Pasal 4 

Per~turan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
W alikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya. 

Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal 2 3 Mei 2 016 

Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal 23 Mei 2016 

Plt. SEKERATARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, 

H. M. RIBAN SATIA 

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYATAHUN 2016 NOMOR 17 

YA, 

---------__________ .:'ANHUKUM TGL · 

SEl(OA 

ASISTENII 

ASISTENIII 

KASAG 

KASllBAG 

INSPEKTORA1 KOJP; 
SEKDA "4u; 

INSPEKTOR 

SEKRETARIS 

KASUBBAG 

PELAK~ANA 
M-.. 
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